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IKHTISAR RINGKASAN 
 

  Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota 

Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan 

masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi 

kewenangan daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sendiri 

menjalankan fungsi di antaranya: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif 

dan efisien; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh; 

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, 

kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, 

logistik dan peralatan; dan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

   Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar 

Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, 

Makmur dan Bermartabat”. 

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender 

dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat 

Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter. 

3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, 

Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital. 

4.  Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan 

Lingkungan Hidup dan Berkeadilan. 
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5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis 

Teknologi Informasi. 

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar di dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar ditujukan untuk 

mewujudkan Misi Keempat Kota Blitar: Meningkatkan Infrastruktur dan 

Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan, 

diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

TUJUAN SASARAN 

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Ketangguhan 

Terhadap 
Bencana 

Indeks 
Ketahanan 
Daerah (IKD) 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Daerah dalam 

Menghadapi 
Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah  

Meningkatnya 

Tata Kelola 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat 
Daerah 

Meningkatnya 

Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat 
Daerah  

 

Sebagai tindaklanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023. Rencana kinerja tersebut 

diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan 

komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam 

melakukan kinerjanya guna mencapai sasaran strategis selama tahun 2023.   

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis/kinerja 

utama yang didukung berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 

2023 dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 4.620.880.694 (Empat 

miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam 

ratus sembilan puluh empat rupiah), yang penjabarannya tersaji pada tabel 

alokasi anggaran belanja dan realisasinya di bawah ini: 
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No. 
URAIAN PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB-

KEGIATAN 

ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

1 PROGRAM 

PENANGGULANGAN 
BENCANA 

1.541.282.961 1.512.262.372 98,12 

1.1 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 
Kabupaten / Kota 

403.018.130 397.979.900 98,75 

1.1.1 Sosialisasi, 
Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana  

Kabupaten / Kota (Per 
Jenis Bencana) 

403.018.130 397.979.900 98,75 

1.2 Pelayanan 
Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

581.217.520  574.213.047 98,79 

1.2.1 Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

86.975.524 85.488.050 98,29 

1.2.2 Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan 

Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

351.453.023 349.928.047 99,57 

1.2.3 Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

142.788.973 138.796.950 97,20 

1.3 Pelayanan 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

361.957.653 346.633.525 95,77 

1.3.1 Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

361.957.653 346.633.525 95,77 

1.4 Penataan Sistem 

Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

195.089.658 193.435.900 99,15 

1.4.1 Kerjasama Antar 

Lembaga dan 
Kemitraan dalam 

Penanggulangan 

195.089.658 193.435.900 99,15 
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Bencana 

Kabupaten/Kota 

2 PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

3.079.597.733 2.993.892.080 97,22 

2.1. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

49.604.009 47.017625 94,79 

2.1.1 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

8.234.028 7.191.975 87,34 

2.1.2 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

41.369.981 39.825.650 96,27 

2.2. Administrasi 
Keuangan Perangkat 

Daerah 

1.844.362.632 1.789.108.750 97,00 

2.2.1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

1.839.489.092 1.784.272.650 97,00 

2.2.2 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran 

4.873.540 4.836.100 99,23 

2.3. Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

163.354.000 162.531.200 99,50 

2.3.1 Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

96.684.075 96.258.500 99,56 

2.3.2 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

66.669.925 66.272.700 99,40 

2.4. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

334.924.495 332.530.898 99,29 

2.4.1 Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

12.202.048 12.193.664 99,93 

2.4.2 Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 
Kantor 

26.279.590 25.702.640 97,80 

2.4.3 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

12.647.190 12.259.300 96,93 

2.4.4 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

27.216.000 27.206.800 99,97 
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2.4.5 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

31.398.571 31.175.139 99,29 

2.4.6 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

5.400.000 4.260.000 78,89 

2.4.7 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

219.781.096 219.733.355 99,98 

2.5 Pengadaan Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

249.154.897 247.512.000 99,34 

2.5.1 Pengadaan Mebel 24.478.714 22.950.000 93,75 

2.5.2 Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

224.676.183 224.562.000 99,95 

2.6. Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

240.493.500 224.506.599 93,35 

2.6.1 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

34.693.500 29.152.317 84,03 

2.6.2 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor 

205.800.000 195.354.282 94,92 

2.7. Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

197.704.200 190.685.008 96,45 

2.7.1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

179.479.000 172.593.508 96,16 

2.7.2 Pemeliharaan Mebel 6.503.500 6.499.000 99,93 

2.7.3 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

11.721.700 11.592.500 98,90 

JUMLAH 
  

4.620.880.694 4.506.154.452 97,52 
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Selanjutnya realisasi dan capaian sasaran strategis dijabarkan 

melalui tabel sebagai berikut: 

No Sasaran Target Realisasi Capaian Ket 

Uraian Indikator 

1 Meningkatnya 
Kapasitas 

Daerah dalam 
Menghadapi 

Bencana 

Indeks 
Kapasitas 

Daerah   

0,55 0,43 78,18 Kategori 
Sedang 

2 Meningkatnya 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 

Daerah  

80 83,70 104,62 A 
(Memuaskan) 

 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai 

adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

     Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden RI Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah 

satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah 

kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap 

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah 

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan 

kebijakan selama satu tahun anggaran.  

     Di samping sebagai kewajiban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti 

mengalami peningkatan/penurunan, baik dari sisi pelaksanaan maupun 

hasil-hasilnya. Dapat dikatakan pula bahwa LKjIP merupakan bentuk 

pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan program dan kegiatan 

yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

      Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sendiri 

dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja 

organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah. Di 

dalamnya, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab 

(responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun 

amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Laporan 

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diharapkan 
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dapat menjadi: 

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja; 

2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;  

3. Daya dorong (supporting unit) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan 

tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris 

Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-

bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan 

daerah.  

  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menjalankan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif 

dan efisien; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh; 

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, 

kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, 

logistik dan peralatan; dan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga 

menjalankan tugas atau kewenangan sebagai berikut: 
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1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan 

setara; 

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan 

dan penanggulangan bencana pada wilayahnya; 

6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 

7. Melaksanakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana; 

8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 

dalam kondisi darurat bencana; 

9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, 2 (dua) Bidang, 1 (satu) 

Sub-Bagian, Unsur Pelaksana, dan Unsur Pengarah, sebagaimana 

diterangkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 

Struktur Organisasi  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

(Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar, terdiri dari: 

• Kepala Badan. 

• Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawahi: 

- Kelompok Jabatan Fungsional. 

• Unsur Pengarah (Instansi dan Profesional/Ahli) 

• Sekretariat Dinas, membawahi: 

   

KEPALA BADAN 

UNSUR PENGARAH: 

1. INSTANSI 

2. PROFESIONAL/AHLI 

UNSUR PELAKSANA 

KEPALA PELAKSANA 

BPBD 

 

SUBBAG UMUM, 

KEUANGAN DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SEKRETARIAT 

 

BIDANG KEDARURATAN, 

REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI 

 

BIDANG PENCEGAHAN, 

KESIAPSIAGAAN DAN 

LOGISTIK 
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- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian. 

• Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik. 

• Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

 

SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA BLITAR 

      1.  Sumber Daya Manusia  

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri 

Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada 

Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan : 

- S3 berjumlah : - orang 

- S2 berjumlah : 1       orang 

- S1 berjumlah : 7       orang 

- D3 berjumlah : 1       orang 

- SLTA berjumlah : 4       orang 

- SLTP berjumlah : 1       orang 

b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut : 

- Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang 

- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang 

- Pembina (IV/a) : 2 orang 

- Penata Tk. I (III/d) : 4 orang 

- Penata (III/c) : -  orang 

- Penata Muda Tk. I (III/b) : -  orang 

- Penata Muda (III/a) : 4 orang 

- Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang 

- Pengatur  (II/c) : - orang 

- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : -  orang 

- Pengatur Muda (II/a) : 1 orang 

- Juru Tk. I (I/d) : - orang 

- Juru (I/c) : - orang 

- Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang 

- Juru Muda (I/a) : - orang 
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c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari : 

- Eselon II/a : - orang 

- Eselon II/b : 1  orang 

- Eselon III/a : - orang 

- Eselon III/b : 3  orang 

- Eselon IV/a : 1  orang 

- Fungsional 

Penyetaraan 

: 2 orang 

1 Berdasarkan jenis kelamin : 

- Laki-laki : 9 orang 

- Perempuan : 5 orang 

2 Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional : 

- Diklat Pim IV : 7 orang 

- Diklat Pim III : 3 orang 

- Diklat Pim II : -  orang 

- Diklat 

Fungsional 

: -  orang 

 Sumber: Data Tahun 2023 

 

Dukungan Personil Lainnya /THL : 

PTT 1 Orang 

THL (URC, Pusdalops, Agen Informasi 

Bencana, Keamanan, Kebersihan, 
Pelayanan Umum) 

17 Orang 
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Diagram 1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.1.2 
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Diagram 1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Maksud dan Tujuan 

     Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan sarana untuk meng-

komunikasikan serta menjawab apa yang telah ditargetkan dan sekaligus 

menggambarkan bagaimana proses pencapaiannya pada tahun 2023.  

Tujuan penyusunan LKJiP adalah untuk memeberikan informasi 

mengenai keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan dalam pencapaian target sasaran tahun anggaran 2023 serta 

sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun 

yang akan datang. 

 

D. Dasar Hukum 

      Dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang - Undang; 

0

1

2

3

4

5

6

Pejabat Struktural JFT JFU

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat 
Struktural/Fungsional

Laki-Laki Perempuan
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 

2025; 

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 

2026;  

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 
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15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023; 

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023; 

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026; 

20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 

2023; 

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2023; 

23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar 

Tahun Anggaran 2023; 

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 

2021 – 2026; 
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E. Aspek-aspek Strategis 

     Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah, meliputi: 

Tabel 1.2 

Aspek-aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 
Blitar Tahun 2023 

 

Internal Eksternal 

(+) Kekuatan (+) Peluang 

1. Program kerja OPD yang 
tersusun 

2. Telaksananya inventarisasi, 
pengolahan, penyajian dan 

pemeliharaan data 
3. Tersedianya pengendalian, 

monitoring, dan evaluasi 
program 

4. Laporan akuntabilitas yang 

tersusun 
 

1. Landasan hukum 
penyelenggaraan penanganan 

bencana dari tingkat pusat 
hingga daerah 

2. Semakin besarnya perhatian dari 
Pemerintah maupun masyarakat 

akan perlunya kesadaran dalam 
hal pengurangan resiko bencana 

3. Mulai tingginya koordinasi dan 

Kerjasama antar pemangku 
kepentingan (Stakeholders) 

(-) Kelemahan (-) Ancaman 

1. Kurangnya jumlah SDM dengan 

kompetensi yang memadai 
untuk menyelenggarakan 

penanggulangan bencana 
2. Kurang optimalnya koordinasi 

dan komunikasi antar 
pemangku kepentingan 
(stakeholders) dalam 

penyelenggaraan 
penanggulangan bencana  

1. Kendala sosialisasi paradigma 

baru karena masih banyaknya 
masyarakat belum memahami 

pentingnya kegiatan 
penanggulangan bencana 

2. Besarnya kebutuhan 
pengembangan kapasitas yang 
merupakan kemampuan internal 

organisasi dalam 
penanggulangan bencana 

3. Perlunya alokasi anggaran yang 
ideal dalam mengatasi 

permasalahan penanggulangan 
bencana 

 

F.  Isu-isu Strategis 
 

      Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang 

dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana; 

2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana yang 

memadai dan sesuai dengan standar minimal BNPB; 
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3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis 

pengurangan resiko bencana; 

4. Belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas 

dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana; dan 

5. Terbatasnya SDM kebencanaan yang memiliki kompetensi. 

      Adapun, isu-isu strategis yang terkait dengan kebencanaan di 

antaranya: 

1. Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan 

bencana; 

2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai 

sesuai dengan standart minimal BNPB; 

3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam 

penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan dan 

kecamatan tangguh bencana; 

4. Peningkatan kapasitas SDM, baik secara mandiri maupun dengan 

mengikuti program – program yang diselenggarakan oleh Pusat dan 

Pemerintah Propinsi; 

5. Membangun sistem pelayanan informasi bencana yang terintegrasi pada 

setiap fase bencana; 

6. Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan 

korban terdampak; 

7. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR 

baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. 

8. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana untuk merangkul semua pemangku 

kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah, 

maupun lembaga – lembaga terkait kebencanaan, swasta, dan 

masyarakat; 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

A. Rencana Strategis 2021 – 2026 
 

    Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis 

dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, 

kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan. 

Sehingga, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar pada tahun 2023 dan seterusnya dapat mendukung perwujudan Visi 

dan Misi Kota Blitar.  

   Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar 

Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, 

Makmur dan Bermartabat”. 

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender 

dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat 

Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter. 

3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, 

Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital. 

4.  Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan 

Lingkungan Hidup dan Berkeadilan. 

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis 

Teknologi Informasi. 

    Visi dan Misi Kota Blitar tersebut kemudian menghasilkan Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang memuat tujuan, 

sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang 

akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Erat kaitannya dengan 

pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar tersebut, maka dokumen perencanaan 

strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar harus dapat 

mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada 

serta dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. 
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     Adapun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Tujuan, Sasaran 

serta Indikator Sasaran pada Misi Keempat Kota Blitar: Meningkatkan 

Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan 

Berkeadilan, dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar kemudian diuraikan dalam 

Tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 
Tahun 2023 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

RPJMD TAHUN 2021 – 2026 
VISI :  

Terwujudnya Kota Blitar   
Keren, Unggul, Makmur  

      dan Bermartabat 
 

MISI 4 :  
Meningkatkan Infrastruktur 
dan Tata Ruang yang 

Berwawasan Lingkungan 
Hidup dan Berkeadilan 

 
TUJUAN :  

Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

 

SASARAN :  
Meningkatnya Kapasitas 

Ketangguhan terhadap 
Bencana 

 
 
 

 
 

RENSTRA  TAHUN 2021 – 2026 
TUJUAN :   

1. Meningkatnya  Kapasitas 
Ketangguhan terhadap 

Bencana 
                  2. Meningkatnya Tata Kelola 

Perangkat Daerah 
 
INDIKATOR :  

1. Indeks Ketahanan  Daerah 
2. Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah 
 

SASARAN :  
1. Meningkatnya Kapasitas 

Daerah dalam Menghadapi 

Bencana 
2. Meningkatnya Kinerja 

Perangkat Daerah 
 

INDIKATOR :  
1. Indeks Kapasitas Daerah 

      2. Nilai SAKIP Perangkat    

          Daerah          
 

PROGRAM :  
1. Program Penanggulangan 

Bencana 
2. Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / Kota  
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

       Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran strategis dan program 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut 

diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan 

komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam 

pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023.  

      Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, tranparansi, dan Kinerja 

Aparatur;  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur;  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi;  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja 

penerima amanah;  

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

  

      Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 
Tahun 2023 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target  

1. Meningkatnya Kapasitas 

Daerah dalam 
Menghadapi Bencana 

Indeks Kapasitas Daerah   0.55 

2. Meningkatnya Kinerja 

Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah  

A (80) 

 

No. Program Anggaran (Rp.) Keterangan  

1. Program Penanggulangan 

Bencana 
 

1.541.282.961 DAU 

2. Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 
 

3.079.597.733 DAU 

 J U M L A H 4.620.880.694  
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan 

pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para 

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara 

terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan. 

A. Pengukuran  Capaian Kinerja /Sasaran  

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode 

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat 

capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Blitar tahun 

2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan 

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai 

atau tidak. Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana 

dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan 

kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1 

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023 

 

KINERJA 
UTAMA/TUJUAN / 

SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

Meningkatnya 
kapasitas daerah 
dalam menghadapi 

bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah  

0,55 0,43 78,18 

Meningkatnya Kinerja 
Perangkat Daerah  

Nilai SAKIP 
Perangkat 

Daerah  

A (80) A (83,70) 104,62 
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1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 

2023  

A. Indeks Kapasitas Daerah 

IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan 

asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah 

tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa 

saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang perlu 

dilakukan untuk menurunkan risiko. Berdasarkan pada Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2019-2024 BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan 

pengukuran IKD dengan metodologi pengukuran untuk Kapasitas Provinsi 

Jawa Timur adalah agregat dari kapasitas OPD/Instansi/Lembaga 

Kabupaten Kota (C1) dan kapasitas Provinsi OPD/Instansi/Lembaga Provinsi 

Jawa Timur (C2) 

 Kapasitas Jawa Timur = (60% x C1) + (40% x C2) 

Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang 

dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda-

beda, meliputi :  

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%) 

2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%) 

3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 7,5%) 

4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%) 

5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%) 

6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 

35%) 

7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 14%) 

Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks 

Ketahanan Daerah” dengan range kelas : 

IKD < 0,4 : Rendah 

0,4 < IKD < 0,8 : Sedang 

IKD > 0,8 : Tinggi  

Hasil Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut : 
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-Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 0,84%) 

-Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 0,80%) 

-Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 0,81%) 

-Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 0,55%) 

-Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot  

(0,27%) 

-Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot :  

0,38%) 

-Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 0,21%). 

Sehingga capaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2023 : 0,43. 

Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk 

melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat 

bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan SEDANG. 

Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target. Adapun permasalahan 

yang muncul adalah sebagai berikut : 

Permasalahan Tindak Lanjut Faktor Pendukung 

Belum adanya 

kebijakan 

/regulasi/peraturan 

daerah yang 

mengatur tentang 

penanggulangan 

bencana 

Pada Perubahan 

Anggaran tahun 2023 

telah disusun NA dan 

Raperda Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana dan usulan 

tersebut sudah masuk di 

propem Perda dan pada 

Tahun Anggaran 2024 

akan dilaksanakan 

pembahasan Perda 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana di DPRD  

1. Tersusunnya Perda 

penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana  

2. Tersedianya 

kelengkapan 

dokumen dan data 

dukung indeks 

kapasitas daerah 

yang bersumber 

dari lintas OPD 

3. Komitmen instansi 

dan OPD terkait 

dalam pemenuhan 

bukti dukung / 

dokumen data IKD 

 

Kurang lengkapnya 

dokumen dan bukti 

dukung dari OPD 

terkait dalam 

1. Melakukan 

sosialisasi dan rapat 

koordinasi bersama 

OPD terkait tentang 
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pemenuhan dokumen 

pendukung Indeks 

Kapasitas Daerah 

(IKD) 

pentingnya 

pemenuhan dokumen 

dan kelengkapan 

bukti dukung untuk 

pengisian IKD Tahun 

2024 

2. Menyelenggarakan 

FGD agar secara 

simultan dan 

berkelanjutan 

meminta stakeholder 

menyisir Kembali 

hasil evaluasi tahun 

sebelumnya untuk 

ditingkatkan kinerja 

output masing-

masing variabel dari 

setiap indikator 

 

B. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar telah melakukan evaluasi atas 

implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 

meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan 

evaluasi internal dengan rincian nilai sebagai berikut : 
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Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

No Komponen Bobot Nilai Hasil 

Evaluasi 

A Perencanaan Kinerja 30% 27,11 

B Pengukuran Kinerja 30% 22,86 

C Pelaporan Kinerja 15% 13,73 

D Evaluasi Internal 25% 20,00 

J U M L A H  100% 83,70 

Kategori A (Memuaskan) 

 

No Permasalahan Tindaklanjut Faktor 

Pendukung  

A Dokumen perencanaan 

kinerja telah disusun, 

namun kinerja dan 

indikator kinerja 

sasaran dalam 

dokumen perencanaan 

belum sepenuhnya 

menggambarkan 

kondisi yang ingin 

dicapai dan memenuhi 

kriteria SMART 

(3.03.05) 

Mereviu Kembali 

dokumen 

perencanaan secara 

menyeluruh  

Komitmen yang 

kuat mulai dari 

pimpinan sampai 

dengan pelaksana 

perangkat daerah 

untuk terus 

menumbuhkan 

budaya kinerja 

melalui 

penerapan SAKIP 

B Data kinerja yang 

dikumpulkan belum 

sepenuhnya relevan 

dan belum sepenuhnya 

mendukung capaian 

kinerja yang 

diharapkan (3.03.05) 

Melakukan evaluasi 

terhadap pengukuran 

kinerja untuk 

mendukung capaian 

kinerja yang 

diharapkan    

C Informasi kinerja yang 

dituangkan dalam 

laporan kinerja telah 

Memanfaatkan hasil 

monitoring dan 

evaluasi pengukuran 



24 

 

menjadi perhatian 

pimpinan namun 

belum dimanfaatkan 

secara optimal dalam 

perbaikan atas 

perencanaan kinerja 

dan strategi dalam 

pelaksanaannya 

(3.03.05) 

kinerja untuk 

penyesuaian efisiensi 

penggunaan anggaran 

dalam mencapai 

kinerja  

D Hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja 

telah ditindaklanjuti 

namun perlu 

dimanfaatkan lebih 

optimal untuk 

perbaikan dan 

peningkatan 

akuntabilitas kinerja 

dalam mendukung 

efektivitas dan efisiensi 

kinerja (3.03.05) 

Memanfaatkan hasil 

evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal untuk 

mendukung efektifitas 

dan efisiensi kinerja, 

perbaikan dan 

peningkatan 

akuntabilitas kinerja 

organisasi   

 

  Realisasai capaian Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah sebesar 83,70 dengan kategori A (Memuaskan). Guna perbaikan 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah akan menindaklanjuti dan memanfatkan hasil evaluasi.   

 

Tabel 3.2 

2.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023 

No. Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya 
Kapasitas 

Daerah dalam 
Menghadapi 

Bencana 

Indeks 

Kapasitas 

Daerah 

0,53 0,40 0,55 0,43 
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2 Meningkatnya 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
OPD 

A (80) Belum 
menjadi 

sasaran 
penilaian 

oleh 
Inspektorat 

A (80) 83,70 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 

Pada tahun 2022 target Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0,53 dan realisasi  

adalah : 0,40 sehingga capaian sebesar 75,47% Sedangkan pada tahun 2023 

target Indeks Kapasitas Daerah yang ditetapkan sebesar 0,55 dan realisasi  

adalah : 0,43. Sehingga capaian sebesar 78,18%. Terdapat peningkatan nilai 

indeks sebesar 0.03 dari tahun sebelumnya. 

SAKIP OPD pada tahun 2022 belum menjadi sasaran penilaian oleh 

Inspektorat Daerah. Pada tahun 2023 target nilai SAKIP Badan 

penanggulangan Bencana Daerah 80 dan nilai yang diperoleh sebesar 83,70 

dengan kategori A (Memuaskan).  
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Tabel 3.3 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Intansi Sejenis 
 
  

BPBD Kota Blitar dan BPBD Kabupaten Kediri memiliki indikator tujuan yang sama, yaitu indeks ketahanan daerah. IKD 

merupakan tools atau alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tangguh upaya daerah dalam menghadapi bencana. 

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan adanya optimalisasi sinergitas antar OPD dan elemen pendukung. 

 

 
Sumber : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026

Indikator Kinerja  Target tahun 2022 Realisasi tahun 2022 Target tahun 2023 Realisasi tahun 2023 

BPBD  

Kota Blitar 

BPBD  

Kab Kediri 

BPBD  

Kota Blitar 

BPBD  

Kab Kediri 

BPBD  

Kota Blitar 

BPBD  

Kab Kediri 

BPBD  

Kota Blitar 

BPBD  

Kab Kediri 

BPBD  

Kota Blitar 

BPBD  

Kab Kediri 

Nilai 

Indeks 
Ketahanan 

Daerah 

Nilai Indeks 

Ketahanan 
Daerah 

0,56 0,59 0,40 0,59 0,58 0,63 0,43 0,63 
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Tabel 3.4 

3.Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Akhir 

Renstra 

Kinerja Tahun 
2023 

Tingkat 
kemajuan 

Target Realisasi 
Meningkatnya 

Kapasitas 

Daerah dalam 
Menghadapi 

Bencana 

Indeks 

Kapasitas 

Daerah 

0,61 0,55 0,43 70,49 

Meningkatnya 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 

Daerah 

83,72 80 83,70 99,97 

 

Faktor pendukung Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan pada 

akhir Renstra adalah ;  

1. Tersusunnya Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana  

2. Tersedianya kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas   

daerah yang bersumber dari lintas OPD 

3. Komitmen instansi dan OPD terkait dalam pemenuhan bukti dukung / 

dokumen data IKD 

Faktor pendukung Untuk mencapai target nilai SAKIP yang telah ditentukan 

pada akhir Renstra adalah adanya komitmen yang kuat mulai dari pimpinan 

sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan 

budaya kinerja melalui penerapan SAKIP.  

 

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target 

SPM) 

           Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga 

secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari 

pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Dalam penerapannya, SPM 

harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari 

pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan 

oleh pemerintah.  

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
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2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah berusaha menerapkan SPM secara 

efektif dan meningkatkan mutu pelayanan.   

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Sub Urusan 

Bencana yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah :  

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator 

1 Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana 

Jumlah warga Negara yang 

memperoleh layanan informasi 

rawan bencana 

2 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

Jumlah warga Negara yang 

memperoleh layanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

3 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Jumlah warga Negara yang 

memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi 

korban bencana 

 

Tabel 3.5 

TARGET PENCAPAIAN SPM 

No 

Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 

Target 

Tahun 
2023 

Target 

Nasional 
Keterangan 

1 Pelayanan 
Informasi 

Rawan 
Bencana 

Jumlah Warga 
Negara yang 

Memperoleh 
Layanan 

Informasi 
Rawan 
Bencana 

100% 100% Telah 
Dicapai 

Tahun 
2022, 

Dipertahan
kan 
Capaiannya 

pada Tahun 
2023 

2 Pelayanan 

Pencegahan 
dan 

Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Jumlah Warga 

Negara yang 
Memperoleh 

Layanan 
Pencegahan 
dan 

Kesiapsiagaan 
Terhadap 

Bencana 

100% 100% Telah 

Dicapai 
Tahun 

2022, 
Dipertahan
kan 

Capaiannya 
pada Tahun 

2023 
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3 Pelayanan 
Penyelamatan 

dan Evakuasi 
Korban 

Bencana 

Jumlah Warga 
Negara yang 

Memperoleh 
Layanan 

Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Korban 
Bencana 

100% 100% Telah 
Dicapai 

Tahun 
2022, 

Dipertahan
kan 

Capaiannya 
pada Tahun 
2023 

   Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota berdasarkan 

Permendagri No.59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

 

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi 

program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana. 

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang 

bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang 

berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.  

Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana,  

Pada tahun 2023, pelayanan informasi rawan bencana dilakukan dengan 

cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial (Instagram, 

website), media elektronik (talkshow di radio) Di samping itu juga 

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terlatih per jenis 

bencana. Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana diperoleh dari Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara 

yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang 

ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 3.6 

DATA JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA YANG 
MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN 
BENCANA (BAHAYA GEMPA BUMI, CUACA EKSTRIM, DAN KEBAKARAN 

GEDUNG- PEMUKINAN KOTA BLITAR TAHUN 2023) 
 

NO. KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK DI 

KAWASAN RAWAN 
BENCANA YANG 

MEMPEROLEH 
INFORMASI RAWAN 
BENCANA SESUAI JENIS 

ANCAMAN BENCANA 

JUMLAH 

PENDUDUK DI 
KAWASAN RAWAN 

BENCANA SESUAI 
JENIS ANCAMAN 
BENCANA 

1 KAUMAN 214 214 
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2 PAKUNDEN 135 135 

3 KEPANJENLOR 247 247 

4 TANGGUNG 189 189 

5 SUKOREJO 618 618 

6 BLITAR 188 188 

7 BENDO 207 207 

8 NGADIREJO 362 362 

J U M L A H 2.160 2.160 

PERSENTASE 100 % 

 

Permasalahan yang dihadapi :  

Belum memiliki fasilitator  yang kompeten dan memenuhi secara jumlah 

dalam memberikan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

Kebencanaan 

Tindak Lanjut :  

1. Bekerjasama dengan FPRB sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-

masing   Organisasi Relawan Penanggulangan Bencana 

2. Mendorong potensi SDM yang ada, untuk mengikuti Pelatihan / Bimtek 

Mitigasi Bencana 

Faktor Pendukung : 

1. Tersedianya fasilitator yang memiliki kompetensi secara kualitas dan 

kuantitas 

2. Sudah terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang 

membantu memberikan sosialisasi KIE terkait upaya pengurangan 

risiko / mitigasi bencana 
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No. Tanggal 

Pelaksanaan 

Tempat Acara Keterangan 

1 20 s/d 21 

Maret 2023 

Ruang    Rapat  
Kantor BPBD 

Kota Blitar 

Sosialisasi Forum 
Pengurangan 

Resiko Bencana 
Kota Blitar 

 

2 11 Mei 2023 Aula 
Kecamatan 
Kepanjenkidul 

Kota Blitar 

Sosialisasi 
Komunikasi, 
Informasi dan 

Edukasi (KIE) 
Kesiapsiagaan 

Disabilitas Dalam 
Bencana Menuju 

Keluarga Tangguh 
Bencana 

 

3 05 Mei 2023 Ruang 
Pertemuan SLB 

Negeri 2 Kota 
Blitar 

Sosialisasi 
Komunikasi, 

Informasi dan 
Edukasi (KIE) 

Kesiapsiagaan 
Disabilitas Dalam 
Bencana Menuju 

Keluarga Tangguh 
Bencana 

 

4 29 dan 30 
Maret 2023 

Aula 
Kecamatan 

Kepanjenkidul 
Kota Blitar 

Sosialisasi 
Kesiapsiagaan 

Disabilitas Dalam 
Bencana 

 
  

5 21 September 

2023 

UPTD SDN 

Tanjungsari 1 

Sosialisasi 

Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 

Kesiapsiagaan 
dalam bencana 
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6 20 November 
2023 

Rumah Makan 
President 

Koordinasi 
Pengumpulan 

Data 
Kebencanaan 

Keltana dan FPRB 

 
 

7 24 November 

2023 

Beacukai Blitar Sosialisasi 

Evakuasi Mandiri 
Bencana Gempa 

Bumi 

 
 

8 29 November 
2023 

KPP Pratama 
dan KPPN 

Sosialisasi 
Evakuasi Mandiri 
Bencana Gempa 

Bumi 

 
 

9 1 Desember 
2023 

TKI Al Azhar 67 Sosialisasi 
Mitigasi Anak 
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1 8 Agustus 
2023 

Webinar  Optimalisasi 
Peran ASN dalam 
Mitigasi Bencana 

sebagai Wujud 
Bela Negara 
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2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah 

serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan 

kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi 

bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis 

bencana yang ada. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dari 

jumlah warga negara memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan 

bencana. 663 : 663 x 100 % = 100% sebagaimana table di bawah ini ;  

Tabel 3.7 

DATA PELATIHAN KEBENCANAAN BAGI WARGA DI KOTA BLITAR  

TAHUN 2023 

NO. KELURAHAN JUMLAH WARGA DAERAH RAWAN  

BENCANA 

1 KAUMAN 114 

2 PAKUNDEN 35 

3 KEPANJENLOR 100 

4 TANGGUNG 89 

5 SUKOREJO 118 

6 BLITAR 88 

7 BENDO 57 

8 NGADIREJO 62 

J U M L A H  663 

 

Tabel 3.8 

DATA PELATIHAN APARATUR KEBENCANAAN DI KOTA BLITAR 

TAHUN 2023 

No. URAIAN JUMLAH 

1 SPAB 100 

2 Pelatihan Dasar Bencana FPRB 100 

3 KELTANA 100 
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4 Simulasi Kebencanaan 100 

 Jumlah 400 

        

Permasalahan yang dihadapi :  

1. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait 

2. Perlunya peningkatan kapasitas  bagi SDM penanganan bencana 

secara menyeluruh 

Tindaklanjut :  

1. Menambah volume jenis dan jumlah peserta pelatihan dasar 

penggulangan bencana guna meningkatkan kulitas kemampuan SDM 

dalam penanganan bencana 

2. Simulasi bersama stakeholder per masing-masing risiko bencana 

Faktor Pendukung :  

1. Adanya pengembangan SDM baik secara formal dan informal dalam 

melaksanakan tahapan manajemen bencana yang meliputi :  Pra 

bencana, saat terjadi bencana, pasca bencana. 

 

    Guna mendukung  tercapainya realisasi pelayanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana, hal-hal yang telah dilakukan meliputi  ;  

1. Pembentukan Forum PRB 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2008, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) 

merupakan salah satu rencana aksi daerah yang meliputi unsur 

pemerintah daerah, non-pemerintah, masyarakat, dunia usaha, 

akademisi, dan media yang dikoordinasikan oleh BPBD.  

Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)  bertujuan untuk 

mengkoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana di 

tingkat kota. Berikut beberapa hal yang biasanya tercakup 

dalam forum semacam ini: 

1. Perencanaan dan Koordinasi Lokal: Forum PRB di tingkat 

kabupaten atau kota berfungsi sebagai wadah untuk 

menyusun rencana aksi dan strategi pengurangan risiko 

bencana yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

daerah setempat.  
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2. Pemetaan dan Analisis Risiko: Melakukan pemetaan dan 

analisis risiko bencana untuk memahami potensi bahaya, 

kerentanan, dan kapasitas adaptasi di wilayah sebagai dasar 

untuk merumuskan strategi mitigasi dan respons bencana. 

3. Pelibatan Komunitas: Mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

pengurangan risiko bencana berupa penyuluhan, pelatihan 

evakuasi, dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat 

dalam menghadapi bencana. 

4. Koordinasi dengan Pihak Eksternal: Menjalin kerjasama 

dengan pihak eksternal seperti lembaga pemerintah pusat, 

lembaga internasional, dan lembaga donor untuk 

mendukung implementasi program pengurangan risiko 

bencana. 

5. Pemantauan dan Evaluasi: Membangun sistem 

pemantauan dan evaluasi untuk memantau kemajuan 

implementasi program, mengukur dampaknya, dan 

mengevaluasi efektivitasnya sebagai langkah perbaikan 

berkelanjutan dalam upaya pengurangan risiko bencana. 

6. Penyediaan Informasi dan Sistem Peringatan Dini: 

Menyediakan informasi terkini tentang risiko bencana dan 

sistem peringatan dini kepada masyarakat. Hal ini 

membantu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan 

masyarakat terhadap potensi ancaman. 

     Forum PRB di tingkat kota memiliki peran kunci dalam 

menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan 

dinamika lokal. Dengan demikian, forum semacam ini menjadi 

platform penting untuk mengintegrasikan pengurangan risiko 

bencana ke dalam perencanaan pembangunan. 

Forum PRB yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar pada tanggal 6 September 2023 

merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pengurangan risiko bencana serta 

tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
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penanggulangan bencana pada umumnya. Anggota FPRB Kota 

Blitar meliputi : BPBD, Bagian Hukum Setda Kota Blitar, Dinas 

Kesehatan, DLH, Damkar, Tagana-Dinsos, Bappena PNI, 

Poltekkes, PMI, ORARI, RAPI, Stikes Patria Husada, Stikes, 

MDMC, Resob, Keltana Bendo, Forum Me-Dan, BNC, Alumni 

Menwa, Sahabat Alam, Garda Nusantara, LPB NU, Infokom, 

Radio ASA FM, Podcasr Polkesma, Senkom, Mahardika FM, LMI, 

BP 1331, Jaladri, Panther SHT, BSMI, Dinas PU. 

Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Blitar dibentuk 

dengan Surat Keputusan Walikota Blitar dengan masa bhakti 5 

(lima) tahun. Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana 

Kota Blitar difasilitasi melalui DPA SKPD BPBD Kota Blitar baik 

berupa kegiatan rutin maupun penanganan bencana serta 

peningkatan kapasitas relawan. Forum Pengurangan Resiko 

Bencana merupakan forum tempat bertemunya atau tempat 

berkumpulnya para pihak pemangku kepentingan, baik 

individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan 

kepedulian yang sama terhadap agenda pengurangan resiko 

bencana.  

Tujuan dari Forum PRB ini salah satunya terbentuknya suatu 

forum yang mewadahi para pihak yang berkepentingan dalam 

melakukan advokasi pengurangan risiko bencana di Kota Blitar. 
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2. Penguatan Kelembagaan berupa Penandatanganan MOU / Nota 

kesepahaman dengan pihak sekolah 

Agar tercipta pemahaman, kesiapsiagaan penguatan 

kelembagaan sekolah baik struktural maupun non struktural 

pada kegiatan pengurangan risiko bencana di sekolah dalam 

penanggulangan bencana di Kota Blitar, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar menjalin Kerjasama dengan 

beberapa sekolah di wilayah Kota Blitar untuk layanan peduli dan 

berbudaya lingkungan sehat dan pelaksanaan program SPAB, 

diantaranya: SD Negeri Tanjungsari 1, SD Katolik Santa Maria, 

SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 9 dengan tujuan untuk 

memberikan pelayanan edukasi sigap bencana alam kepada 

siswa dan atau orang tua yang dibutuhkan sekolah agar tercipta 

kenyamanan dan keamanan yang optimal dalam proses belajar 

dan mengajar di sekolah. 

Nama Kegiatan Pembentukan FPRB 

Tanggal 6 September 2023 

Tempat Kecamatan Kepanjenkidul 
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3. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Blitar tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2023 

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar 

selama ini belum memadukan perencanaan pembangunan 

daerah dengan rencana penanggulangan bencana dan 

pengurangan risiko bencana sehingga upaya penanganan 

bencana lebih banyak pada tindakan pemberian bantuan (relief) 

dan kedaruratan (emergency). 

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Blitar belum 

memiliki landasan hukum yang mampu mewadahi urusan 

tersebut berupa 
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peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah Kota Blitar 

berupaya Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945 diawali dengan penyusunan Naskah 

peraturan daerah tentang penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana sesuai  

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan 

penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan yang bersifat 

akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu 

hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan pemerintah. Naskah Akademik memuat hasil 

penelitian mengenai materi muatan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di Kota Blitar  yang dikaji secara 

ilmiah, terukur, sistematis, dan memenuhi kaidah-kaidah 

penelitian guna mendapat hasil yang mencerminkan realita 

fakta di lapangan, sehingga ketika menjadi PERDA sudah 

memiliki kepastian hukum, berdayaguna, dan berhasil guna 

bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah Kota Blitar. 

 

4. Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi 

Mengingat permasalahan bencana cuaca Ekstrim tidak dapat 

dihindari, perlu dilakukan suatu upaya penataan atau 

perancangan yang matang dalam penanggulangannya. 

Sehingga, apabila timbul dampak dari adanya cuaca Ekstrim, 

penanggulangan dapat dilaksanakan secara terarah dan 

terpadu. Penanganan bencana bukan lagi hanya menjadi 

tanggungjawab pemerintah saja tetapi menjadi urusan bersama 

masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai sasaran tersebut 

perlu disusun dokumen Kajian Rencana Kontingensi Cuaca 

Ekstrim Kota Blitar Tahun 2023-2026 yang menyajikan semua 

aspek termasuk diantaranya kondisi geografis dan kearifan lokal 

masyarakat sehingga penyelenggaraan penanggulangan 

bencana yang diimplementasikan pada kegiatan 
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penanggulangan bencana cuaca Ekstrim dalam setiap 

tahapannya dapat dilaksanakan secara maksimal. 

Perencanaan kontingensi Cuaca Ekstrim ini dimaksudkan 

untuk memberikan panduan dalam penanganan kedaruratan 

bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar yang efektif dengan 

melibatkan multi pihak secara partisipatif. 
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NO TANGGAL 
PELAKSANAAN 

TEMPAT 
KEGIATAN 

JENIS 
KEGIATAN 

DOKUMENTASI 

1 23 s/d 25 mei 

20223 

Pos Basarnas 

Trenggalek 

Pelatihan Sar 

Urban 

 

2 08 s/d 14 Maret 

2023 

 

Kantor 
Kelurahan 

Bendo Kec. 

Kepanjenkidul 

Kota Blitar 

Penguatan 
kapasitas 

Kelurahan 

Tangguh 

Bencana 
(Keltana) 

Kelurahan 

Bendo  
Kecamatan 

Kepanjenkidul 

Kota Blitar 

 

3 18 s/d 20 Agustus 

2023 

Coban Putri, 

desa Tlekung, 
Kecamatan 

Junrejo, Kota 

Batu Provinsi 
Jawa Timur 

Jambore 

Kemanusiaan II 
FPRB Jatim 

2023 

 
4 08 s/d 09 

September 2023 

Aula 

Kecamatan 
Sukorejo Kota 

Blitar 

Monitoring dan 

Evaluasi 
Kelurahan 

Tangguh 

Bencana Kota 
Blitar 

(Menghadapi 

Cuaca Extrim)  

5 22 s/d 24 

September 2023 

Lapangan 

Desa 

Nguntoronadi, 
Kecamatan 

Nguntoronadi, 

Kabupaten 
Magetan 

Jambore 

Relawan 

Penanggulangan 
Bencana Tahun 

2023 
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6 04 s/d 05 Oktober 

2023 

PP 

Assirojiyyah, 

Kelurahan 

Rong Tengah, 
Kecamatan 

Sampang, 

Kabupaten 
Sampang 

Mubes IV FPRB 

Jawa Timur 

Tahun 2023 

 

7 04 s/d 06 

September 2023 

Balai 

Kelurahan 

Bendo 

Kecamatan 
Kepanjenkidul 

Kota Blitar 

Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi 

Bencana 
(Menghadapi 

Cuaca Extrim) 

 

8 19 s/d 21 Oktober 

2023 

Balai 

kelurahan 

gedog, 
kelurahan 

bendo, 

kelurahan 
tanjungsari 

Penyusunan 

Dokumen 

Forum 
Kelurahan 

Tangguh 

Bencana kota 
Blitar Tahun 

2023 

 
9 06 dan 07 

September 2023 

Gedung serba 

Guna 

Kecamatan 
Kepanjenkidul 

Kota Blitar 

Rakor fasilitasi 

dan Pemilihan 

Pengurus FPRB 
Kota Blitar 
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3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  

Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tahun 2023 

adalah 100% yaitu 27.450/27.450 x 100% yang diperoleh dari jumlah warga 

negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana 

 

Tabel 3.9  

DATA JUMLAH KORBAN KEBENCANAAN 

DI KOTA BLITAR TAHUN 2023 
 

NO. KEJADIAN BENCANA JUMLAH 
KORBAN 

(ORANG) 

JUMLAH KORBAN 
YANG BERHASIL 

DITANGANI (ORANG) 

1 Covid-19 7 7 

2 Cuaca Ekstrim (Angin 

Kencang) 

25.390 25.390 

3 Banjir 50 50 

4 Kebakaran 298 298 

5 Kekeringan 1.411 1.411 

6 Talud Ambrol 24 24 

7 Pohon Tumbang 26 26 

8 Dahan Patah 0 0 

9 Tanah Ambles 0 0 

10 Saluran Irigasi Ambrol 220 220 

11 Kebakaran Rumah Huni 8 8 

12 Laka Sumur 2 2 

13 Kebakaran Gudang Engine 

Diesel Air 

10 10 

14 Kebakaran Pabrik Bubut 4 4 

  JUMLAH 27.450 27.450 

 PERSENTASE 100 % 
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Permasalahan yang dihadapi :  

1. Pentingnya pengadaan kendaraan rescue, Alat komunikasi, Sepeda 

motor trail, truk tanki air bersih 

Tindak Lanjut : 

1. Penambahan alokasi  anggaran untuk Pengadaan dan Pemeliharaan 

Sarpras sesuai kebutuhan 

2. Tersedianya sarpras penanganan bencana yang memenuhi dan 

Tabel 3.10 

DATA LAYANAN PUSDALOPS 

DI KOTA BLITAR TAHUN 2023 

NO. 
LAYANAN 

KEBENCANAAN 
JUMLAH 

KEJADIAN  

JUMLAH 
WARGA 

TERDAMPAK 

TERTANGANI 

1 Covid-19 7 7 

2 Cuaca Ekstrim (Angin 

Kencang) 

11 25.390 

3 Banjir 1 50 

4 Kebakaran 4 298 

5 Kekeringan 1 1.411 

6 Talud Ambrol 2 24 

7 Pohon Tumbang 9 26 

8 Dahan Patah 8 0 

9 Tanah Ambles 1 0 

10 Saluran Irigasi Ambrol 1 220 

11 Kebakaran Rumah Huni 2 8 

12 Laka Sumur 2 2 

13 Kebakaran Gudang 

Engine Diesel Air 

1 10 

14 Kebakaran Pabrik Bubut 1 4 

  JUMLAH 51 27.450 
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mendukung pencegahan dan penanganan bencana 

Faktor Pendukung : 

1. Tersedianya sarpras penanganan bencana yang memenuhi dan 

mendukung pencegahan dan penanganan bencana. 

 

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana perlu 

dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, 

diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan. Informasi disini tidak 

hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang 

dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana maupun pasca bencana. 

Pada proses inim perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan 

Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga 

menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui 

media. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang 

selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang 

bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi 

penanggulangan bencana 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

UNIT OPERASI ( URC ) PUSDALOPS 

1. Melaksanakan pengkajian awal 
secara cepat dan tepat di lokasi 

kejadian / bencana dengan 
mengidentifikasi: 

a. cakupan lokasi kejadian / bencana 

b. jumlah korban 

c. kerusakan sarana dan prasarana 

d. gangguan terhadap fungsi 

pelayanan umum serta 

pemerintahan 

2. Melaksanakan tindakan awal dalam 

penanganan kejadian baik jiwa 
maupun harta benda 

3. Mengaktivasi Posko PB / BPBD Kota 
Blitar 

4. Memperlancar koordinasi dengan 
seluruh sektor yang terlibat dalam 

penanganan kejadian / bencana 

Tugas Pokok: 
1. Sebelum kejadian / bencana: 

memberikan dukungan kegiatan pada 
saat sebelum bencana (pengumpul, 
pengolah, penyaji data dan informasi 

kebencanaan) secara rutin 
2. Saat kejadian / bencana: memberikan  

dukungan pada Posko Tanggap Darurat 
dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat 

3. Paska kejadian / bencana: memberikan 
dukungan kegiatan pada saat setelah 
kejadian / bencana terjadi (penyedia 

data dan informasi khususnya dalam 
pelaksanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi) 
 

Fungsi: 
1. Fungsi penerima, pengelola dan 

pendistribusi informasi kebencanaan 
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5. Menyampaikan saran yang tepat 
dalam upaya penanganan kejadian / 

bencana 
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

secara periodik: 
a. Laporan awal sesaat setelah tiba di 

lokasi kejadian / bencana 
b. Laporan berkala / perkembangan 

(harian dan insidentil) 

c. Laporan lengkap/akhir penugasan 
 

Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 
9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap 

Tim Reaksi Cepat Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana  

2. Fungsi penerima, pengolah, dan penerus 
peringatan dini kepada instansi terkait 

masyarakat 
3. Fungsi tanggap darurat sebagai 

fasilitator pengerahan sumber daya 
untuk penanganan tanggap darurat 

bencana secara cepat tepat, efisien dan 
efektif 

4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan 
penanggulangan bencana 

Tanggungjawab: 
1. Secara Struktural: unit pemantau 

kebencanaan dari BPBD yang 
menyelenggarakan kegiatan 
penanggulangan bencana 

2. Secara Institusional: sebagai 
pelaksana amanah peraturan 

perundang-undangan kebencanaan 
yang berlaku 

3. Secara Operasional: sebagai pelaksana 
tugas pokok, fungsi, dan peran 
Pusdalops PB 

 
Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat 
Pengendalian Operasi Penanggulangan 

Bencana (Pusdalops-PB) 
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     Sebagai salah satu upaya mitigasi bencana hidromoteorologi di wilayah 

Kota Blitar, BPBD Kota Blitar secara aktif menyebarluaskan informasi kepada 

masyarakat terkait perkembangan kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Kota 

Blitar yang bersumber dari informasi resmi Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut didapatkan melalui saluran resmi 

BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo meliputi antara lain : 

1. Release cuaca mingguan 

2. Prakiraan cuaca harian 

3. Peringatan dini cuaca tiga harian 

4. Peringatan dini cuaca tiga jam sebelum kejadian 

Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi BPBD Kota Blitar dalam 

  

 



50 

 

mengantisipasi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang dapat 

menimpa sewaktu-waktu. 

Untuk mengukur kekuatan getaran gempa yang terjadi, BMKG telah 

memasang alat berupa intensity meter di Kota Blitar yang mampu merekam 

getaran gempa, selanjutnya mengirimkan data ke pusat pengolahan data 

gempa BMKG dan diproses untuk mendapatkan hasil berupa peta goncangan.   

Selain intensity meter, Kota Blitar juga telah mendapatkan fasilitas 

peralatan dari BMKG berupa monitor WRS INATEWS (Warning Receiver System 

Indonesian Tsunamy Early Warning System). Fungsi WRS INATEWS BMKG 

Indonesia adalah memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya 

tsunami di wilayah Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi gempa 

bumi bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami dan memberikan 

peringatan kepada masyarakat serta pihak berwenang untuk mengambil 

tindakan pencegahan. Beberapa fungsi utama antara lain pendeteksian gempa 

bumi bawah laut, pengumpulan dan analisa data, peringatan dini serta 

pengembangan kesadaran masyarakat. WRS INATEWS yang ada di BPBD Kota 

Blitar terhubung secara online dengan website BMKG, dan memberikan 

informasi gempa bumi secara real time di seluruh wilayah Indonesia.  Apabila 

ada informasi terkait Kota Blitar akan segera disebarluaskan melalui media 

informasi yang dikelola oleh PUSDALOP PB baik berupa media sosial maupun 

group whatsapp penanggulangan bencana. Pusdalops 

BPBD Kota Blitar juga menerima bantuan Early Warning System (EWS) 

gempa bumi dari BPBD Provinsi Jawa Timur berupa berupa sirine detector 

yang akan menyala dan memberikan peringatan berupa nyala lampu dan 

sirine apabila terjadi goncangan gempa bumi dengan kekuatan 5 skala richter 

ke atas.  Alat detector ini berjumlah 2 (dua) unit, terpasang di kantor BPBD 

Kota Blitar dan di Pasar Legi. 
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Kota Blitar pada 7 Desember 2023  melaksanakan kegiatan Apel Siaga 

Kedaruratan Bencana Hidrometeorologi yang bertempat di Halaman Kantor 

Walikota Blitar. Bertindak bersama-sama selaku Inspektur Apel adalah 

Walikota Blitar, Kapolres Blitar Kota,  Komandan Kodim 0808, DanYonif 511 

dan Kajari Blitar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan 

seluruh unsur penanggulangan bencana di Kota Blitar dalam menghadapi 

potensi bencana hidrometeorologi. 

Apel siaga diikuti oleh personil gabungan berbagai unsur pentahelix 

penanggulangan bencana antara lain; Polres Blitar Kota, Kodim 0808, Yonif 

511, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, 

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Tagana dan perwakilan dari Komunitas 

Relawan Bencana. Selain meningkatan kesiapan warga masyarakat, Apel 

Siaga ini juga sekaligus untuk melakukan pengecekan kesiapan peralatan, 

sarana prasarana serta Personil dalam Penanggulangan Bencana. 

Diharapkan dengan dilaksanakannya Apel Siaga Kedaruratan 

Bencana Hidrometeorologi ini seluruh warga masyarakat khususnya  

personil penanggulangan bencana dapat lebih tanggap, tangkas, dan tangguh 

dalam menghadapi bencana. 
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Nama Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana 

Tanggal 7 Desember 2023 

Tempat Halaman Kantor Walikota 
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Kejadian Kekeringan 

 

Tempat Kecamatan Sukorejo 
1. Pakunden 

2. Tanjungsari 
Kecamatan Kepanjenkidul 

1. Tanggung 
2. Ngadirejo 
3. Sentul 

Kecamatan Sananwetan 
1. Gedog 

 

Tanggal  2 November 2023 – 28 Desember 2023 

Deskripsi  Musim kemarau panjang yang terjadi di Kota Blitar 
menyebabkan beberapa wilayah menngalami krisis air. 
Sehingga BPBD Kota Blitar beserta OPD terkait melakukan 

dropping air ke beberapa wilayah tersebut guna membantu 
warga memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan 

sehari-hari. 
 

Keterangan Ketetapan Darurat Kekeringan 
1. Pernyataan Darurat Bencana Nomor 

300.2.1/4313/410.205.3/2023 
2. Keputusan Walikota Blitar 188/305/HK/410.020.3/2023 

Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana 
Kekeringan di Kota Blitar 

3. Keputusan Walikota Blitar 188/320/HK/410.020.3/2023 
Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat 
Bencana Kekeringan di Kota Blitar 

4. Keputusan Walikota Blitar 188/331/HK/410.020.3/2023 
Tentang Perpanjangan Penetapan Kedua Status Keadaan 

Darurat Bencana Kekeringan di Kota Blitar 
 

Jumlah debit air 
2.797.000 L air bersih 
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B. Akuntabilitas Keuangan 

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. 

Pada tahun 2023 jumlah anggaran belanja terperinci secara garis besar 

sebagai berikut: 

1 Belanja Operasi : Rp. 4.158.833.114 

2 Belanja Modal : Rp.    462.047.580 

 Jumlah Belanja Daerah  Rp. 4.620.880.694 

 

Tabel 3.11 

Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja 

No. Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

(%) 

1. Belanja Operasi 4.158.833.114 4.049.059.652 97,36 

2. Belanja Modal 462.047.580 457.094.800 98,93 

 J U M L A H 4.620.880.694 4.506.154.452 97,52 

 

 Dari jumlah anggaran Rp 4.620.880.694 sampai dengan 31 Desember 

2023 telah terealisasi sebesar Rp 4.506.154.452 dengan capaian 97,52% 

Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung 

program/kegiatan tahun 2023 tersebut dipaparkan melalui Tabel 3.9 di 

bawah ini:  

Tabel 3.12 

Realisasi Anggaran untuk Setiap Program, Kegiatan dan  

Sub Kegiatan Tahun 2023 

No. 

URAIAN PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB-
KEGIATAN 

ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

1 PROGRAM 

PENANGGULANGAN 
BENCANA 

1.541.282.961 1.512.262.372 98,12 

1.1 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 
Kabupaten / Kota 

403.018.130 397.979.900 98,75 
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1.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana  

Kabupaten / Kota (Per 
Jenis Bencana) 

403.018.130 397.979.900 98,75 

1.2 Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

581.217.520  574.213.047 98,79 

1.2.1 Pelatihan Pencegahan 
dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

86.975.524 85.488.050 98,29 

1.2.2 Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan Sarana 

Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

351.453.023 349.928.047 99,57 

1.2.3 Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

142.788.973 138.796.950 97,20 

1.3 Pelayanan 
Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 
Bencana 

361.957.653 346.633.525 95,77 

1.3.1 Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

361.957.653 346.633.525 95,77 

1.4 Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan 

Bencana 

195.089.658 193.435.900 99,15 

1.4.1 Kerjasama Antar 
Lembaga dan Kemitraan 

dalam Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

195.089.658 193.435.900 99,15 

2 PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 

3.079.597.733 2.993.892.080 97,22 

2.1. Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

49.604.009 47.017625 94,79 

2.1.1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

8.234.028 7.191.975 87,34 
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2.1.2 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

41.369.981 39.825.650 96,27 

2.2. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

1.844.362.632 1.789.108.750 97,00 

2.2.1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

1.839.489.092 1.784.272.650 97,00 

2.2.2 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran 

4.873.540 4.836.100 99,23 

2.3. Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

163.354.000 162.531.200 99,50 

2.3.1 Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

96.684.075 96.258.500 99,56 

2.3.2 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 

66.669.925 66.272.700 99,40 

2.4. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

334.924.495 332.530.898 99,29 

2.4.1 Penyediaan Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

12.202.048 12.193.664 99,93 

2.4.2 Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

26.279.590 25.702.640 97,80 

2.4.3 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

12.647.190 12.259.300 96,93 

2.4.4 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

27.216.000 27.206.800 99,97 

2.4.5 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

31.398.571 31.175.139 99,29 

2.4.6 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

5.400.000 4.260.000 78,89 

2.4.7 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

219.781.096 219.733.355 99,98 

2.5 Pengadaan Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

249.154.897 247.512.000 99,34 



74 

 

2.5.1 Pengadaan Mebel 24.478.714 22.950.000 93,75 

2.5.2 Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

224.676.183 224.562.000 99,95 

2.6. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

240.493.500 224.506.599 93,35 

2.6.1 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

34.693.500 29.152.317 84,03 

2.6.2 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor 

205.800.000 195.354.282 94,92 

2.7. Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

197.704.200 190.685.008 96,45 

2.7.1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

179.479.000 172.593.508 96,16 

2.7.2 Pemeliharaan Mebel 6.503.500 6.499.000 99,93 

2.7.3 Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

11.721.700 11.592.500 98,90 

JUMLAH 4.620.880.694 4.506.154.452 97,52 

 

1. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Pembangunan Tahun 2023 

          Alokasi anggaran belanja per sasaran pembangunan yang dikelola 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 dapat 

digambarkan melalui Tabel 3.10 sebagai berikut: 

Tabel 3.13 
Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023 

No 
Sasaran Anggaran 

Uraian Indikator Rp % 

1 Meningkatnya Kapasitas 
Daerah dalam 

Menghadapi Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah   

1.541.282.961 33,35 

2 Meningkatnya Kinerja 

Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat 
Daerah  

3.079.597.733 66,65 

TOTAL 4.620.880.694 100 
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Total alokasi anggaran untuk kedua sasaran pembangunan adalah Rp 

4.620.880.694 dengan rincian untuk sasaran pembangunan pertama : 

Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana dengan 

anggaran Rp 1.541.282.961 atau 33,35%. Sasaran kedua: Meningkatnya 

Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.079.597.733 atau 

66,65%.  

 

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran belanja yang dilaksanakan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 dapat 

disimak pada Tabel 3.11 sebagai berikut: 

 
Tabel 3.14 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2023 
 

Tujuan/Sasaran 

Strategis/Program 

Indikator Kinerja Anggaran 

T
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rg

e
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R
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a
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a
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a
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a
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Tujuan : 

Meningkatnya 
kapasitas 

ketangguhan 
terhadap bencana 

Indeks 

ketahanan 
daerah 

 

0
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8
 

0
,4

3
 

7
4
,1

4
 

   

Sasaran 1: 
Meningkatnya 

kapasitas daerah 
dalam menghadapi 

bencana 

 
Indeks 

kapasitas 
daerah 
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Program :  
Program 

penanggulangan 
bencana 

 
 
 

 

 
1. Persentase 

SDM 
penanganan 

bencana 
yang terlatih 
  

9
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9
9
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 2. Jumlah 
kelurahan 

Tangguh 
bencana 

kategori 
madya 

 2
 k

e
lu

ra
h

a
n

 

2
 k

e
lu

ra
h

a
n
 

1
0
0
 %

 

   

3. Persentase 
kelengkapan 
sarana 

prasarana 
pendukung 

penenganan 
bencana 

 

5
0
 %

 

5
0
 %

 

1
0
0
 %

 

   

4. Persentase 

kecepatan 
respon 

kurang dari 
24 jam 

untuk setiap 
status 
darurat 

bencana 

1
0
0
 %

 

1
0
0
 %

 

1
0
0
 %

 

          

Sasaran 2: 
Meningkatnya 

kinerja perangkat 
daerah 

 
Nilai SAKIP 

perangkat 
daerah 
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8
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0
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9
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Program :  

Program 
penunjang urusan 

pemerintahan 
daerah 
 

 

 

Indeks 
kepuasan 

masyarakat  
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Pada Program Penanggulangan bencana persentase realisasi anggaran  

Sebesar 98,12% sedangkan pada program penunjang urusan pemerintahan 

daerah realisasi anggaran Sebesar 97,22% 
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3.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 
Tabel 3.15 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

Faktor Penghambat tidak terpenuhinya efisiensi pada indeks kapasitas 

daerah yaitu :  

1. Belum adanya kebijakan /regulasi/peraturan daerah yang mengatur 

tentang penanggulangan bencana 

2. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam 

pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD) 

Tindak Lanjut : 

1. Pada Perubahan Anggaran tahun 2023 telah disusun NA dan Raperda 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan usulan tersebut sudah 

masuk di propem Perda dan pada Tahun Anggaran 2024 akan 

dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana di DPRD 

2 a. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait    

tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti 

dukung untuk pengisian IKD Tahun 2024 

b. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan 

meminta stakeholder menyisir Kembali hasil evaluasi tahun 

sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel 

dari setiap indikator 

 

 

No Kinerja Utama Indikator 
Kinerja 

% 
Capaian 

Kinerja 

% 
Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 = 4/5 

1 Meningkatnya 

Kapasitas Daerah 
dalam 

Menghadapi 
Bencana 

Indeks 

Kapasitas 
Daerah   

78,18 98,12 0,79 

2 Meningkatnya 

kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 

Perangkat 
Daerah  

104,62 97,22 1,08 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam pencapaian indikator kinerja tahun 

2023, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mempunyai tingkat efisiensi 

1,08. Adapun Faktor Pendorongnya yaitu : Komitmen yang kuat mulai dari 

pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus 

menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP. 

 

A. Prestasi / Penghargaan  

- Partisipasi dan dukungan pada Diklat Satuan Pendidikan Aman 

Bencana (SPAB) di SMP Negeri 9 Kota Blitar, SMP Negeri 6 Kota Blitar, 

SD Negeri Tanjungsari 1 Kota Blitar dan SD Katolik Santa Maria Kota 

Blitar 

- Penerima penghargaan kategori bidang kemitraan dan distribusi 

logistik dan peralatan tingkat kabupaten/kota wilayah barat Indonesia 

oleh BNPB 

- Penghargaan Atas Kolaborasi dan Strategi yang diberikan untuk 

masyarakat melalui layanan Nomor Tunggal Kegawatdaruratan Call 

Center 112 

- Penghargaan atas Penerimaan Penghargaan Kategori Bidang Kemitraan 

dan Distribusi Logistik dan Peralatan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah 

Barat 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

pada tahun anggaran 2023 yang didasarkan pada akuntabilitas. LKjIP juga 

disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan 

sebagai pendorong perwujudan good governance. Di lain pihak, LKjIP juga 

merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan 

sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan kinerja. 

Sebagaimana  

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai 

adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya, Namun, di dalam 

pelaksanaannya pada masa mendatang dirasa akan dapat ditingkatkan dan 

diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik. 

Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian dua indikator kinerja utama 

/sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

Tahun 2023  

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana 

Target : 0,55 Realisasi : 0,43 Capaian kinerja : 78,18 

Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan, diperlukan  

adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur 

tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta 

Kerjasama dengan OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan 

dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD. 

Sasaran 2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah 

Target Nilai SAKIP perangkat Daerah 80 Realisasi : 83,70. 
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Capaian Kinerja : 104,62 

Guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah akan menindaklanjuti dan 

memanfatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.   

 

B. Langkah Perbaikan 

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain 

: 

a. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua 

pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal 

pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan 

masyarakat; 

b. Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Sebagaimana  dijabarkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Badan Penanggulangan Daerah Kota 

Blitar Tahun 2023 

No Langkah 

Perbaikan LKjIP 

Rencana Tindak 

Lanjut 

Pemetaan 

Program/

Kegiatan/ 

Sub 

Kegiatan 

Timeline 

Tahun 

2024 

(murni) 

Tahun 

2024 

(perubahan) 

Tahun 

2025 

1. Meningkatkan 

fungsi 

koordinatif 

BPBD Kota 

Blitar dalam 

penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana untuk 

merangkul 

Penguatan 

kelembagaan 

dalam 

penanggulangan 

bencana 

-Program 

penanggul

angan 

Bencana 

-Kegiatan 

Penataan 

Sistem 

Dasar 

Penanggul

√ √ √ 



82 

 

semua 

pemangku 

kepentingan 

penanggulangan 

bencana, baik di 

internal 

pemerintah 

maupun 

lembaga-

lembaga terkait 

kebencanaan, 

swasta dan 

masyarakat 

angan 

Bencana 

-Sub 

Kegiatan 

Kerjasama 

Antar 

Lembaga 

dan 

Kemitraan 

dalam 

Penanggul

angan 

Bencana 

2. Menyusun 

kebijakan/regul

asi/peraturan 

daerah yang 

mengatur 

tentang 

penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana 

Menyusun Perda 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana 

 

-Program 

penanggula

ngan 

Bencana 

-Kegiatan 

Penataan 

Sistem 

Dasar 

Penanggul 

angan 

Bencana 

-Sub 

Kegiatan 

Kerjasama 

Antar 

Lembaga 

dan 

Kemitraan 

dalam 

Penanggula

ngan 

Bencana 

√ √  
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